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Abstrak
 

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara

yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum

(rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap

tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Apabila tindakan

tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat

dikorbankan begitu saja. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila

suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat

dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu

diperlukannya suatu sanksi administratif yang tegas seperti pembayaran uang paksa dwangsom terhadap si

pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

<hr>

<i>Indonesia is a country based on Law, and not a country based on power, As a country that based on law,

surely the Government must act according to law. It is needed to analyze if it was suspected about any

Government or Government official wrongdoing which the outcome is for the greater good. The main

principal of the Administrative Court is to put Judiciary control on the Government itself. If The

Administrative Court make a law decision that does not have a real impact to government, than it really is a

waste of time. Therefore there is a need of an administrative punishment for those government officials to

make sure that they obey the law decision that have been made by the Administrative Court.</i>
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